
-BUPATIKAUR 
PROVINSIBENGKULU 

PERATURAN BUPATI KAUR 
NOMOR /)6 TAHUN 2017 

TENTANG 

TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2017 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KAUR, 

: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan 
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan a tas 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam hal Pemerintah 
Daerah belum dapat menyediakan rumah Jabatan Pimpinan 
atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan 
diberikan tunjangan perumahan; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan 
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemberian tunjangan 
perumahan harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran 
dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan 
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ketentuan lebih lanjut 
mengenai besarnya tunjangan perumahan ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan Bagi 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Kaur Tahun 2017; 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan 
Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2828); 
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2 . Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan 
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang 
pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3985); 

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten 
Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4266); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggaran 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 
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Menetapkan 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 25 Tahun 2012 
tentang Pokok-Pokok Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2012 Nomor 171); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 
2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Kaur Nomor 09); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 16 Tahun 2016 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Kaur Tahun Anggaran 201 7 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kaur Tahun 2016 Nomor 239); 

15. Peraturan Bupati Kaur Nomor 72 Tahun 2016 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 201 7 (Berita Daerah 
Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 469); 

MEMUTUS.KAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN 
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAUR 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kaur. 
2. Bupati adalah Bupati Kaur. 
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur. 
4. Pirnpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Waki1 Ketua DPRD. 

5. Anggota DPRD Kabupaten Kaur adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya 

sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kaur dan telah mengucapkan sumpah/janji 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

6. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang dan 

dibayar setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji. 
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BAB II 
BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN 

Pasal 2 

(1) Besarnya tunjangan Perumahan untuk setiap bulannya bagi pimpinan dan 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur sebagai berikut : 
a. Ketua : Rp 6.000.000,-
b . Wakil Ketua I : Rp 5 .500.000,-
c. Wakil Ketua II : Rp 5.500.000,-
d. Anggota : Rp 5.000.000,-

(2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak d iberikan 
bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah 
merniliki fasilitas rumah dinas. 

Pasal 3 
Pemberian Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1 ) 
dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan 
yang berlaku. 

Pasal4 
Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 aya t (1) dibebankan 
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 
2017. 

BAB III 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal 5 
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati terdahulu 
sepanjang mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 6 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan . 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur. 

Ditetapkan di Bintuhan 
pada tanggal II i7("/llt/ct/'/ 2017 

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR A._ BUP 
BAG I AN HU UM &iJF-

Diundangkan di Bintuhan 
pada tanggal I I VC'/flttct/1 I 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPA N KAUR, 
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2017 

NANDAR M NADI, S.Sos, M.Si. 
Pembina Utama Muda. 
NIP. 19690127 199003 1 004 

DERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2017 NOMOR : -</fS 


